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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan 

melalui mediasi untuk mewujudkan kepastian hukum di Badan 

Pertanahan Nasional RI dilaksanakan oleh Seksi Sengketa, Konflik dan 

Perkara di tingkat Kantor Pertanahan, Bidang Pengkajian dan 

Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di tingkat Kantor Wilayah 

Provinsi, dan Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan 

Konflik Pertanahan di tingkat pusat karena Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai fungsi 

pelaksanaan mediasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 

2006. Peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan 

mediasi di bidang pertanahan adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan 

Kasus Pertanahan sebagai penjabaran Pasal 23 Peraturan Presiden No. 10 

Tahun 2006  jo. Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. Dari data yang didapat, di 

Indonesia sejumlah sengketa dan konflik pertanahan bisa diselesaikan 

melalui mediasi dan mediasi bisa diterapkan di hampir seluruh wilayah 

 

 



141 
 

 
 

Indonesia, prosentase keberhasilan mediasi pun cukup tinggi, sehingga 

dalam penerapannya mediasi cukup potensial dalam menyelesaikan kasus 

pertanahan meskipun kurang efektif jika dibandingkan dengan 

penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi/pengadilan atau kriteria 

penyelesaian sengketa pertanahan lainnya. 

2. Penerapan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi 

kadang kala tidak berjalan mulus dan menemui beberapa kendala. 

Kendala-kendala tersebut antara lain : 

a. Kendala dari sisi regulasi. Bahwa ada beberapa hal yang belum 

terakomodasi di dalam pengaturan hukum mengenai mediasi sebagai 

alternatif penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, yaitu tidak 

adanya mekanisme pelaksanaan mediasi, tidak adanya penjelasan 

lebih lanjut mengenai Tim Pengolah dan Tim Mediator, tidak adanya 

pengaturan lebih lanjut mengenai tindak lanjut pelaksanaan mediasi, 

tidak ada jangka waktu pelaksanaan mediasi dan ada ketentuan yang 

bertentangan dengan prinsip mediasi. 

b. Kendala dari sisi Sumber Daya Manusia (Mediator). Bahwa tidak 

semua pejabat struktural yang menjadi mediator  pernah 

mendapatkan pelatihan menjadi mediator sehingga tidak tahu 

kedudukan, tugas dan fungsi mediator dalam melakukan mediasi 

kasus sengketa dan konflik pertanahan 

c. Kendala dari para pihak yang bersengketa. Bahwa para pihak yang 

bersengketa tidak kooperatif dan tidak mempunyai kemauan untuk 
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menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi, kadang kala 

kesepakatan yang telah dihasilkan dalam proses mediasi tidak 

dipatuhi oleh para pihak, dan adanya pihak ketiga yang semakin 

memperkeruh permasalahan. 

d. Kendala dari sisi kelembagaan. Bahwa secara kelembagaan untuk 

kasus-kasus tertentu Badan Pertanahan Nasional RI mempunyai 

kepentingan sehingga dalam melakukan mediasi tidak bisa menjadi 

mediator yang netral. 

3. Pengaturan hukum mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan konflik 

pertanahan melalui mediasi untuk mewujudkan kepastian hukum yang 

dimungkinkan / seharusnya di Badan Pertanahan Nasional RI, harus 

memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis 

yang dimaksud, dalam pengaturan hukum harus mencerminkan tiga 

tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan 

didapatkan ketika para pihak telah sepakat untuk berdamai, yang berarti 

tercapai pula kepastian hukum di bidang pertanahan, kemanfaatan 

didapat ketika mediasi digunakan sebagai sarana menyelesaikan sengketa 

dan konflik pertanahan. Landasan sosiologis alternatif penyelesaian 

sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi adalah budaya bangsa 

Indonesia telah mengenal musyawarah untuk mufakat bahkan sebelum 

istilah alternatif penyelesaian sengketa diperkenalkan. Landasan yuridis 

di dalam pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan 

konflik pertanahan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D 
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ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 

tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,  Peraturan Presiden 

Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional,  Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 tahun 2006, dan Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional  RI No.3 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus  Pertanahan. Untuk 

kedepannya pengaturan hukum alternatif penyelesaian sengketa dan 

konflik pertanahan melalui mediasi agar bisa mewujudkan kepastian 

hukum harus memuat tentang : a) Ketentuan umum, b) Mekanisme 

mediasi, c) Peran, fungsi dan kualifikasi mediator,  d) Jangka waktu 

pelaksanaan mediasi, e) Jenis Sengketa dan Konflik yang bisa dimediasi, 

f) Peserta mediasi, g) Pembentukan tim penanganan sengketa dan konflik 

pertanahan, h) Formalisasi kesepakatan, i) Format administratif, j) Biaya 

proses mediasi. 

B. Saran 

1) Perumusan ius constituendum mengenai mediasi sebagai alternatif 

penyelesaian sengketa pertanahan harus segera dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional RI, baik dalam bentuk penyempurnaan peraturan, 

surat edaran atau petunjuk teknis, karena setelah dikaji lebih lanjut 

meskipun mediasi cukup potensial dalam menyelesaikan sengketa dan 

konflik pertanahan yang terjadi, namun Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI No.3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 
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Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan belum cukup memadai 

sebagai payung hukum pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan. 

2) Terkait dengan sengketa di mana Badan Pertanahan Nasional RI sebagai 

para pihak atau mempunyai kepentingan sehingga tidak bisa menjadi 

mediator yang netral seperti halnya sengketa karena penerbitan sertipikat 

ganda, hendaknya mediasi dilakukan oleh Struktur Badan Pertanahan 

Nasional RI yang berada di atasnya sebagai bagian dari supervisi, bahkan 

jika dimungkinkan mediasi dilakukan oleh mediator professional. 

3) Mediator yang menangani sengketa dan konflik pertanahan di Badan 

Pertanahan Nasional RI harus menguasai Hukum Pertanahan sebagai 

salah satu kompetensinya dan juga harus mempunyai kompetensi sebagai 

mediator professional yang dibuktikan dengan mendapat sertifikat dari 

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pusat Pendidikan dan Latihan BPN 

RI, Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Deputi Bidang 

Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan 

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional harus merumuskan kurikulum 

pembelajaran yang bisa mencakup semua kompetensi tersebut. 

4) Diklat Mediasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPN RI 

bekerjasama dengan Lembaga Mediasi yang telah memperoleh akreditasi 

dari Mahkamah Agung setiap tahun harus selalu diselenggarakan dan 

disempurnakan kurikululum pembelajarannya agar mediator professional 

di BPN RI semakin banyak sekaligus menguasai hukum pertanahan. 
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